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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Adanya perubahan pola ekonomi Internasional pada akhir awal paruh kedua dekade

2000 yang berada dalam tahap penyelesaian pembahasan tentang liberalisasi perdagangan dan

jasa, membuat kita telah berada dalam era globalisasi. Oleh karenanya sektor-sektor ekonomi

termasuk industri pertambangan haruslah mengantisipasi guna meyiasati dampak negatif yang

akan timbul.

Berkembangnya tata politik sejak akhir tahun 90 -an yang ditandai oleh kondisi-

kondisi yang lebih demokratis,
yebabkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan masalah politik, sosial, budaya,

bebas dan adanya perubahan dalam tata pemerintahan
men
lingkungan dan keamanan serta kepastian hukum mencuat ke permukaan dan menimbulkan
‘masalah-masalah yang baru yang menyebabkan stagnasi industri pertambangan akhir-akhir ini

dan perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga tidak terjadi kelumpuhan di industri

pertambangan dalam perkembangannya.
Kita ketahui bahwa industri pertambangan sebagai salah satu usaha yang selama ini

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, menyeimbang neraca

pembayaran devisa nasional, motor penggerak pengembangan wilayah dan masyarakat lokal

di satu sisi serta adanya keunggulan komperatif yang berupa potensi sumberdaya mineral di
Indonesia dan menguatnya secara umum harga komoditi mineral di pasaran dunia disisi yang
lain, memicu kita untuk segera melakukan penyelamatan industri pertambangan yang semakin
terpuruk. Oleh karena itu merupakan saat yang tepat bagi kita insan pertambangan untuk
mengkaji ulang segala aspek yang berhubungan dengan aspek kebijakan, teknologi
pertambangan, pemanfaatan dan pengolahan serta konservasi sumberdaya mineral yang
meliputi kebijakan investasi dan inventarisasi pengusahaan dan sektor penunjangnya,
penelitian dan pengembangan teknologi pertambangan, pemanfaatan, pengolahan dan
pengelolaan lingkungan serta bidang-bidang lain yang berhubungan antara pusat dan daerah
dalam kaitannya dengan otonomi daerah.

Penyelamatan Industri pertambangan nasional sangat erat Kkaitannya dengan
kemampuan untuk mengambil kepercayaan publik, yaitu dengan mengkapitalisasi citra

positip semaksimal mungkin dan memanfaatkan stigma negatif sebagai dasar pemicu



O W

—

W W p gty gt

e W W

8

“e

‘Perubahan paradigma dalam rangka mengoptimalisasi pengelolaan sumberdaya mineral

tersebut.

Sebagai wujud refleksi terhadap kepe
PERHAPI, PERHAPI memandang perlu untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut tentang
rtambangan ini khususnya yang berkenaan dengan pemberdayaan

dulian ahli pertambangan dalam wadah

pengembangan industri pe
usaha nasional dan peran serianya pengusaha nasional dalam mengembangkan Industri
pertambangan serta arahan dari pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan, dukungan

perbankan dan pasar modal dalam menunjang pendanaan kegiatan pertambangan seria
yang kondusif di daerah sehubungan dengan otonomi daerah,

menciptakan iklim investasi
“Pengembangan Industri Pertambangan

maka Temu Profesi Tahunan kali ini mengambil tema
Pada Pemberdayaan Usaha Nasional Dalam Era Globalisasi™.

Yang Berorientasi
amat ber Temu Profesi Tahunan kepada seluruh

Akhir kata kami mengucapkan sel
anggota PERHAPI yang saya banggakan. Juga kepada para sponsor baik dari perusahaan

kami ucapkan terima kasih kepada para kontributor makalah yang

maupun pribadi-pribadi,

jumlahnya mencapai limapuluhan
menyumbangkan pemikiran dan gagasan-gagasan baru bagi dunia pertambangan kita

kedepan, kami sampaikan rasa hormat yang mendalam. Terakhir kepada seluruh Panitia baik
Panitia Pengarah, Komite Makalah dan Panitia Pelaksana kami ucapkan terima kasih dan
i-tingginya atas segala usaha dan upaya sehingga acara Temu

ama kali diadakan di luar Pulau Jawa ini terlaksana dengan

makalah yang dengan penuh dedikasi telah

penghargaan yang setingg
Profesi Tahunan yang baru pert
baik.

Semoga Temu Profesi Tahunan ke XIII ini dapat bermanfaat bagi kita semua insan

pertambangan di Indonesia dan sampai bertemu kembali di Temu Profesi Tahunan ke XIV

tahun depan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 9 Desember 2004

_ -
Ir. Abdul Latief B MSc., FIQ
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PROSEDING TPT X1l PERHAPI 2004

Mendung Masih Membayangi Investasi
Di Sektor Pertambangan

Nurkhamim

Jurusan Teknik Pertambangan — FTM, UPN “Veteran” Yogyakarta,
JI. SWK 104 Condong Catur, Yogyakarta
Telp. 0274486701, Fax. 0274486702

Abstrak

Tiga syarat utama untuk hadirnya investasi adalah keamanan, kepastian hukum dan stabilitas
sosial politik. Dari ketiga hal tersebut, nampaknya tidak semuanya terpenuhi, terutama dalam
hal kualitas, setidaknya hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi.

Di bidang hukum, persoalan tentang Perpu No. 1 Tahun 2004, mengenai Perubahan Undang-
Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang membolehkan penambangan secara
tambang terbuka di hutan lindung, hanya berselang tiga bulan kemudian ditolak oleh Komisi
VIl DPR, merupakan indikasi adanya persoalan-persoalan hukum. Dalam tataran peraturan
hukum yang lebih rendah, kesemprawutan dan inkonsistensi peraturan hukum lebih sering
terjadi.

Di sisi lain, berdasar data Bank Dunia, komponen biaya untuk memulai investasi di Indonesia
dinilai tertinggi dan terlama waktu pengurusannya dibanding beberapa negara ASEAN dan
Asia, mencapai rata-rata US $ 1.163 dan dibutuhkan waktu 151 hari. Hasil penelitian
Transparency International juga tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara
dengan brand negara terkorup, bahkan banyak budayawan dan pengamat social mengatakan
bahwa telah terjadi "banalisasi” (pembiasaan) terhadap praktek korupsi yang berimbas pada
tingginya biaya investasi.

Segudang persoalan bangsa, seperti persoalan utang yang mulai berjatuhan tempo (2004 —
2009), ancaman terhadap kesinambungan fiskal dan pembiayaan pembangunan, buruknya infra
struktur, rendahnya investasi, belitan perangkap pertumbuhan ekonomi rendah, terpuruknya
sektor riil, menurunnya daya saing, serta masih akan meningkatnya angka penganguran dan
kemiskinan pada tahun-tahun mendatang menjadi persoalan bak mendung yang tak kunjung
sirna.

Abstract

There are three best article for present investment, that is a security, a guarantee of law and
social and politic stability. From third it is, apparently not most feasible, best for quality, at the
least in this case can be displayed from some indications.

In the law sector, the problem about Perpu No. 1 Tahun 2004 so change of law No. 41 Tahun
1999 about forest policy that permitted mining by surface mining on the forest protected,
however three months afterwards, push of DPR, so indication presence many problems of law.
In the regulation level that low-grade, no certainly and inconsistency of law most it event.

In that case, from World Bank data, the cost component for start investment in Indonesia it very
expensive and long time is apparently some country ASEAN and Asia at mean $ US 1,163 and
required until 151 days. Result of study Transparency International so put Indonesia in a certain
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place as out of several country with brand of best corruption, moreover some cultural and social
observer said was became banality of corruption that impact at highly investment cost.

Very much national problems, as national dept that start repayment loan (2004-2009), treat
about continual fiscal and developing cost, poorly infrastructures, low investment, low
economic growth, fall real sector, decrease competitiveness, so increasing number of
unemployed and poverty in next years, will become problems as cloudy that never disappeared.

1. PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi makro, aspek hukum dan politik dalam negeri belum kondusif untuk
memulai investasi baru, terutama PMA. Hal itulah yang membuat para investor
mengambil sikap menunggu sebelum menanamkan modal mereka. Kondisi ini menjadi
pemicu iklim investasi di Indonesia yang belum pulih sejak terjadinya krisis ekonomi
pada tahun 1997. Dilain pihak, panjangnya birokrasi (dan juga korupsi) serta lemahnya
penyediaan prasarana infrastruktur menjadikan kendala yang saling terkait.

Minat investor swasta sangat dipengaruhi oleh penciptaan iklim investasi dan regulasi
yang kondusif. Indikasi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah sampai
ke level sebelum krisis, belum mampu melampaui apa yang telah dicapai ke tingkat
investasi pada masa sebelum krisis dan jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara
lain.

Catatan Bank Dunia, tahun 2003 lalu, investasi baru di Indonesia hanya meningkat 2,2
persen dari tahun sebelumnya, sementara rasio investasi terhadap PDB juga turun ke
level terendah sejak awal tahun 1970-an, menjadi hanya 17,8 persen dari PDB. Sebelum
Krisis, rata-rata rasio investasi terhadap PDB lebih dari 30 persen.

Buruknya iklim investasi di Indonesia, tercermin dari data Investment Performance
Index dan Investment Potential Index yang diterbitkan oleh United Nation Conference
of Trade and Development (Unctad) tahun 2004. Dalam laporannya disebutkan bahwa
Indonesia berada pada peringkat ke 133 dari 144 negara tujuan investasi di dunia.

2. HAMBATAN INVESTASI

Untuk mengkaji permasalahan rendahnya minat investasi di Indonesia akhir-akhir ini,
ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian dan kajian.

2.1. Stagnasi Ekonomi

Secara kebetulan, tahun 2004-2009 merupakan periode paling kritis bagi kondisi
keuangan negara, karena pada tahun-tahun tersebut utang-utang Pemerintah akan jatuh
tempo, dengan nilai mencapai lebih dari Rp 500 triliun untuk utang dalam negeri saja.
Hal ini tentunya akan menambah beban pemerintah, yang berencana meningkatkan
anggaran di sektor-sektor yang mendukung terciptanya investasi baru.

Faktor internal seperti nilai tukar rupiah yang masih tinggi (lebih tinggi dari penetapan
APBN sebesar Rp 8.500/dollar AS), serta tingginya harga minyak ( >50 dollar
AS/barrel pada oktober 2004 dari patokan harga 36 dollar/barrel dalam APBN),
membuat beban APBN dan defisit APBN membengkak. Hal ini akan berpengaruh pada
struktur ekonomi makro Indonesia. Pengaruhnya nampak sekali pada penyediaan dan
perbaikan infrastruktur, sebagai salah satu faktor pendukung minat investasi.
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Defisit anggaran Pemerintah akan berakibat luas terhadap pertumbuhan ekonomi
negara, yang dalam banyak hal berpengaruh pada kualitas infrastruktur fisik dan non
fisik, sebagai salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh calon investor.
Sebagaimana laporan World Economic Forum (WEF), kualitas infra-struktur di
Indonesia secara keseluruhan terus memburuk.

Indikasi stagnasi perekonomian selanjutnya dapat dilihat dari masih rendahnya minat
investasi baru, khususnya investasi asing. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), angka persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Januari — April
2004 turun 28 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2003, sementara
angka persetujuan penanaman modal asing (PMA) turun 49 persen. Untuk periode
Januari — Juli 2004, PMA turun 34,42 persen dibanding periode yang sama tahun 2003.
Hal ini sangat mengkhawatirkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat
bergantung pada masuknya investasi asing (PMA) ke dalam negeri. Bukan hanya nilai
investasi, kualitas investasi juga memprihatinkan. Dalam beberapa tahun terakhir,
investaasi lebih banyak bergeser ke sektor properti daripada industri.

Rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) antara tahun 1996 — 2003 terus
menurun, dari 29,6 menjadi 19,7 persen. Hal ini merupakan rasio terendah dalam 30
tahun terakhir. Investasi swasta merupakan penyebab utama terjadinya penurunan
investasi nasional ini.

2.2. Rendahnya Pembangunan Infra Struktur di Indonesia

Pembangunan infra struktur merupakan faktor penting dalam pertimbangan investasi.
Sebagai akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi dan terpuruknya investasi, kualitas
infra struktur fisik dan nonfisik juga terus memburuk.

Menurut Global Competitiveness Report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum
(WEF) 2004, kualitas infra struktur di Indonesia secara keseluruhan terus memburuk
sejak krisis 1998. Pada tahun 1996, Indonesia masih mengungguli Thailand, Taiwan,
China dan Srilangka dalam hal kualitas infra struktur, namun tahun 2002 semua negara
itu sudah menyalip Indonesia. Dari 80 negara di dunia yang disurvei WEF, Indonesia
berada di urutan 80. Di kalangan negara-negara Asia, Indonesia juga berada di bawah.

Akibat krisis, anggaran pembangunan untuk investasi infra struktur terpangkas tajam,
berkurang sekitar 80 persen dibanding dengan sebelum krisis. Menurut Bank Dunia,
tahun 1994 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar dollar AS untuk
pembangunan infra struktur, tetapi data baru tahun 2002 anggaran yang disediakan
hanya sekitar 1,5 miliar dollar AS. Padahal pada saat yang sama investasi swasta di
infra struktur juga anjlok lebih dari 90 persen.

2.3 Mahalnya Biaya dan Lamanya Waktu Pengurusan untuk Memulai Investasi

Hasil survei Bank Dunia, biaya untuk memulai investasi di Indonesia dinilai tertinggi.
Kondisi ini membuat daya tarik investasi di Indonesia menjadi rendah. Biaya untuk
memulai investasi di Indonesia mencapai 1.163 dollar AS dengan 12 jenis prosedur, dan
lama pengurusannya mencapai 151 hari. Hasil survei Japan External Trade
Organization (JETRO) per Maret 2004, terlihat komponen-komponen biaya investasi di
Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di dunia (Gambar 2.1)
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Indonesia juga dinilai masih terpuruk dalam tingkat kemudahan bagi Investor asing saat
menandatangani kontrak bisnis. Dalam hal ini, para Investor harus menyediakan waktu
selama 570 hari sebelum menandatangani kontrak kerja sama dan bisnis di Indonesia.
Ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan Singapura yang hanya memerlukan waktu
selama 69 hari, China 241 hari, Papua Nugini 295 hari, Malaysia 300 hari, Filipina 380
hari, Thailand 390 hari dan Vietnam yang hanya 404 hari (Yoichiro Ishihara, Okt.
2004).
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Gambar 2.1 Jumlah prosedur, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memulai
investasi di Indonesia (sumber : World Bank, 2004)

2.4 Inkonsistensi Hukum dan Kesemprawutan Peraturan

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tidak serta merta mampu menjawab persoalan-
persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Sebagai bentuk pelaksanaan UU
tersebut, lahirlah Perda-Perda baru, yang dalam banyak hal malah memunculkan banyak
permasalahan. Bahkan ada kecenderungan iklim bisnis setelah masa otonomi daerah
cenderung memburuk. Semangat tiap daerah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) menjadi momok bagi para investor.

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda), termasuk SK Bupati atau Walikota, yang terkait
erat dengan pajak dan pungutan-pungutan, sudah mengabaikan peraturan yang lebih
tinggi dibanding Perda itu sendiri. Sebagai contoh, di Sumatera Utara ada sekitar 1.000
Perda yang termasuk katagori bermasalah (Y.S. Batubara, 2002).

Hasil penelitian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap
353 Perda, terdapat 66 % (232) adalah Perda yang mengatur restribusi daerah, 25 %
(89) adalah Perda yang mengatur pajak daerah, 4 % (14) adalah Perda yang mengatur
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pungutan bukan pajak bukan restribusi dan hanya 5 % (18) adalah perda non pungutan
(Puspito K., 2004).

Dari data tersebut dapat dilihat, betapa tingginya prosentase Perda-Perda yang mengatur
pungutan, sementara hanya 5 % saja dari Perda tersebut yang mengatur non pungutan.
Lebih lanjut hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dari 353 Perda tersebut, 73
%-nya adalah Perda yang bermasalah, ditinjau dari segi yuridis, substansi dan prinsip.

Melihat beberapa contoh kasus di atas, tidak heran bila saat ini investor asing dan
nasional cenderung menunggu untuk berinvestasi karena kesimpangsiuran wewenang
antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, terutama yang menyangkut pajak dan
pungutan-pungutan..

Di lain pihak, persoalan tentang Perpu No. 1 Tahun 2004, lewat Keppres No. 41/2004,
mengenai Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang
membolehkan penambangan secara tambang terbuka di hutan lindung, hanya berselang
tiga bulan kemudian ditolak oleh Komisi VIII DPR, merupakan salah satu contoh
persoalan inkonsistensi hukum.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, Perpu haruslah diajukan ke DPR
untuk mendapatkan persetujuan DPR, dan bila tidak disetujui harus dicabut. Pasal 22
Ayat 2 UUD 1945 ditegaskan; Peraturan Pemerintah itu harus mendapar persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. Kemudian pada Ayat 3
dijelaskan; Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus
dicabut.

Lahirnya Perpu ini oleh banyak kalangan, terutama LSM lingkungan penuh dengan
nuansa politik, economic oriented dan keberpihakan Pemerintah kepada pemodal asing.
Persoalan semacam ini nampaknya masih akan terus berlanjut.

Dalam hal pajak, hasil survei yang dilakukan JETRO 2004, praktik dan masalah
perpajakan di Indonesia dinilai terlalu rumit (complicated) dengan skor 72 (72 persen
dari perusahaan multinasional yang mempunyai afiliasi di Indonesia berpendapat bahwa
peraturan perpajakan di Indonesia terlalu rumit dan tidak kondusif). Sementara itu
negara lain seperti Thailand, Malaysia dan Singapura berada di atas Indonesia dengan
skor 46, 11 dan 12,5.

Sebagai perbandingan, tarif pajak penghasilan (PPh)di Indonesia sebesar 30 persen,
Malaysia 25 persen, Singapura 20 persen. Di China, tarif PPh untuk investor asing 20
persen, bahkan tariff PPh untuk investor pada zona pengembangan pembangunan
ekonomi hanya sebesar 15 persen.

2.5 Banalisasi (Pembiasaan) Korupsi

Banyak orang akan menolak bila dikatakan bahwa korupsi adalah sesuatu yang sudah
menjadi kebiasaan dalam tata hubungan sosial di Indonesia. Namun, mantan Wakil
Presiden Mohammmad Hatta mengakui hal tersebut. “Korupsi di Indonesia telah
menjadi bagian dari kebudayaan ...” (Jurnal Aksara, Tempo 19 Feb. 2001). Pernyataan
tersebut adalah merupakan hasil analisa kualitatif terhadap praktek korupsi di Indonesia
pada masa silam.

Hasil-hasil penelitian terbaru, seperti yang dilakukan oleh Kemitraan Bagi Pembaharuan
Tata Pemerintahan Indonesia tahun 2002 paling tidak memberikan gambaran bahwa
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korupsi telah menyentuh semua lini kehidupan masyarakat. Korupsi telah terjadi mulai
dari istana hingga kelurahan, sejak lahir sampai mati, dari tempat ibadah hingga
toilet.

Penelitian Kemitraan memberi gambaran kepada masyarakat bahwa hampir separuh (48
%) pegawai negeri menerima pembayaran tidak resmi, industri dan perdagangan (66
%), Badan Pertanahan, Kehutanan dan pemerintahan lokal (56 %).

Hasil penelitian Transparency International juga mengindikasikan bahwa Indonesia
adalah salah satu negara terkorup. Sejak tahun 1980 hingga tahun 2003, Indonesia terus
dipersepsi publik sebagai negara terkorup. Pada tahun 2003, Indonesia pada peringkat
ke 122 dari 133 negara. Tahun 2002 diperinkat 96 dari 102 negara, tahun 2001
diperingkat 88 dari 91 negara, tahun 1999 di peringkat 96 dari 99 negara. Di era Orde
Baru, Indonesia juga tetap pada peringkat-peringkat buncit (Tabel 2.1).

Penelitian terbaru dari International Finance Corporation (IFC) yang dikeluarkan bulan
Oktober 2004 malahan menyimpulkan bahwa nilai korupsi kira-kira setara dengan 25
persen hasil penjualan dari tiap-tiap perusahaan. Total biaya ini setara dengan tiga kali
biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap kali membayar pajak.

Tabel 2.1 Peringkat Korupsi Negara-negara ASEAN

No. Tahun Jumlah Malaysia Singapura Indonesia Thailand Filipina Vietnam
Negara

1 1995 41 23 3 41 34 36

2 1996 54 26 7 45 37 44

3 1997 52 32 9 46 39 40 43
4 1998 85 29 7 80 61 55 74
5 1999 99 32 7 96 68 54 75
6 2000 90 36 6 85 60 69 76
7 2001 91 36 4 88 61 65 75
8 2002 102 33 5 96 64 77 85
9 2003 133 37 5 122 70 92 100

Catatan : untuk Brunei, Laos, Kamboja dan Myanmar tidak ada data (Transparency Internationa, 2004)

3. POSISI DAN DILEMA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN

Pada dasarnya, semua permasalahan yang menjadi hambatan masuknya investasi seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya, juga merupakan hambatan untuk investasi bidang
pertambangan di Indonesia. Ada satu hal pokok yang mungkin paling sering disorot
oleh investor (asing) dan mengundang kerawanan, yaitu sistem hukum (legal system).
Salah satu komentar miring tentang sistem hukum di Indonesia adalah, pernyataan
mantan dubes AS Paul D. Wolfowitz yang menyebutkan Indonesia sebagai salah satu
wilayah tanpa hukum (lawless area) (The New York Times, Pebruari. 2002). Sistem
hukum ada tapi seperti tak ada.

Pada dasarnya sistem hukum adalah suatu alat dimana hak-hak dari setiap individu dan
masyarakat (community) secara luas dilindungi dan diundangkan. Sistem hukum ini
mencakup prosedur hukum, institusi hukum dan perundang-undangan. Sistem hukum
ini harus memperhatikan isu-isu global (globalisasi), integrasi ekonomi, kepercayaan
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dan transparansi, keseimbangan kebutuhan lokal, norma dan tren internasional,
perkembangan ekonomi dan keterkaitan sosial (Panjawi, 2002).

Pergantian kepemimpinan baru negara yang kredibel belumlah cukup menjadi jaminan
investor untuk masuk di sektor pertambangan, manakala sistem hukum yang ada dirasa
belum mampu memberi hak dan perlindungan kepada investor. Dalam banyak kasus,
masih tumpangtindihnya aturan hukum dan maraknya praktek-prakter pajak dan
pungutan dari Perda-Perda yang bermasalah, masih merupakan kendala untuk
berinvestasi. Untuk itu reformasi sistem hukum, terutama yang terkait dengan sektor
pertambangan harus segera dilakukan.

Isu-isu lingkungan dalam masa-masa mendatang diperkirakan masih tetap
memunculkan potensi kerawanan dan konflik kepentingan dengan industri tambang.
Sering orang melihat kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung sekarang (tahap
eksploitasi) sebagai bentuk akhir lahan. Disana-sini terlihat dibongkar dan digusur.
Padahal tahap eksploitasi bukanlah akhir dari kegiatan pertambangan. Masih ada tahap
rehabilitasi, reklamasi, revegetasi dan pemantauan lingkungan sampai beberapa tahun
pasca tambang. Ini yang harus diinformasikan secara benar dan terprogram, terutama
kepada pihak-pihak yang selalu “menyerang” investasi dan keberadaan industri
tambang.

4. BAGAIMANA MENARIK INVESTASI

Apa yang harus dilakukan agar dapat menarik investasi? Satu pertanyaan yang perlu
pemikiran dan langkah yang cerdik. Ada beberapa hal yang mungkin perlu
dipertimbangkan dan dilakukan, yaitu :

1. Perlunya langkah-langkah inovatif dan kreatif

Tidak ada jeleknya langkah ini dicoba, yaitu menjadikan Presiden RI sebagai the
real public relations and marketer dalam forum global investment maupun
diplomatic events adalah hal yang menarik dan layak dicoba. Dengan
kemampuan bahasa Inggris yang baik, kualifikasi pendidikan doktornya, serta
penampilan fisik prima dan mempensona, bukan tidak mungkin hal ini dapat
menjadi “nilai jual tersendiri” yang patut diperhitungkan. Hal ini antara lain
pernah beberapa kali dicontohkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, DR.
Mahathir Muhammad yang mau duduk bersama sebagai moderator maupun
fasilitator di forum-forum global investment dan diplomatic events, dan sangat
efektif menarik kembali investasi di negaranya pasca krisis ekonomi.

2. Peningkatan kepastian hukum
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, reformasi sistem hukum mutlak
diperlukan karena dirasa masih belum cukup kondusif untuk menarik investor.
Disamping itu jaminan kepastian hukum harus ditegakkan untuk memberi
jaminan bagi investor, tanpa melihat siapa yang berkuasa di pemerintahan.

3. Perlunya membuat prioritas kebijakan
Langkah ini dapat ditempuh misalnya dengan :
o Membuat kebijakan yang transparan dan mudah diprediksi.
o Perlunya pemeliharaan dukungan publik untuk perbaikan kebijakan itu.
o Meyakinkan investor bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan waktu
dan kondisi setempat.
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4. Utilisasi industri berbasis sumberdaya alam
Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain :
o Menciptakan paradigma industri baru, dari “subsidi” menjadi kebijakan yang
bermuara pada “peningkatan daya saing”
o Mendorong pengembangan industri tambang yang bisa memberikan nilai
jual lebih tinggi pada produk yang dihasilkannya

5. Pemberian insentif dan reformasi perpajakan

Pajak memang merupakan sumber utama keuangan negara, namun bukan berarti
harus membuat peraturan yang “memeras” investor, belum lagi pungutan-
pungutan lain yang memberatkan. Perlu dibuat peraturan perpajakan yang lebih
kondusif, karena investasi industri khususnya industri pertambangan
memberikan multiplier effect manfaat yang jauh lebih berharga daripada hanya
sekedar pajak untuk negara.

Membuat deregulasi dan memangkas rantai birokrasi perizinan dan biaya
administrasi agar tercipta proses efisiensi dan pencegahan mekanisme pasar
yang terdistorsi oleh ekonomi biaya tinggi.

6. Perbaikan infra struktur
Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain :
o  Percepat perbaikan infra struktur, dengan mengalokasikan anggaran yang
proposional, bahkan perlu bermitra dengan investor infra struktur asing.
o Tetapkan zona atau kawasan pertumbuhan dengan spesifikasi keunggulan
strategis wilayah dan potensi sumberdaya yang ada.

7. Menggali potensi kerjasama internasional secara komprehensif dan sinergis
dengan pemanfaatan potensi kerjasama ekonomi di daerah.

o Promosikan peluang dan permudah investasi.

o Tingkatkan kerjasama antar negara, terutama negara-negara dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menarik investasi mereka di
Indonesia.

o Beri keleluasaan dan kewenangan yang lebih banyak kepada Daerah untuk
bekerjasama dengan investor asing.

5. PENUTUP

Berdasarkan uraian terdahulu, nampaknya masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus
segera dibenahi dan diselesaikan. Meskipun ada banyak hal yang menjadi kendala
masuknya investasi baru di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan, bukan berarti
keterpurukan keadaan ini dianggap wajar saja. Dari rangkaian permasalahan dan
tindakan yang perlu dilakukan, ada dua hal yang harus dicanangkan dan direalisasikan,
yang tertuang dalam rencana jangka pendek-menengah dan jangka panjang.

Prioritas pertama sebagai realisasi rencana jangka pendek-menengah, yaitu

o Percepat pembangunan infra struktur, bekerja sama dengan investor lokal
maupun investor asing.

o Pemberian insentif dan pembaharuan sistem perpajakan yang lebih kondusif.
Pajak memang penting bagi negara, tapi sifat multiplier effect industri
mineral akan jauh lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi wilayah.
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o Manfaatkan kharisma Presiden sebagai the real public relations and
marketer dalam forum global investment maupun diplomatic events, seperti
yang telah sukses dicontohkan beberapa pemimpin negara Asia.

Prioritas jangka panjang yang dapat dilakukan adalah :

o Peningkatan kepastian hukum, reformasi sistem hukum, refisi peraturan dan
produk hukum kearah yang lebih fleksibel dan kondusif, untuk
meningkatkan kepercayaan investor.

o Regulasi dan pemangkasan birokrasi, termasuk meniadakan aturan-aturan
pajak dan pungutan yang memberatkan, dengan mencontoh negara-negara
sahabat yang terbukti mampu menekan biaya pengurusan dan lama
pengurusan untuk mulai investasi, ke arah yang lebih realistis dan
kompetitif.
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